
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5952); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah; 

Mengingat: 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang 
Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang; 

Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Rembang, belum mengakomodir semua perizinan 
yang menjadi kewenangan daerah sehingga perlu 
disesuaikan; 

BUPATI REMBANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 56 TAHUN 2018 
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN 

MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 
KABUPATEN REMBANG 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

NOMOR ~fl TAHUN 2021 

BUPATI REMBANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan ~~ ... paratur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 615); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 
124); 

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

9. . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegerasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Tahun 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5357); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5348); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 



1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 
2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Rembang Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2018 Nomor 58) diubah sebagai berikut: 

Pasall 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI REMBANG NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN 
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA 
KERJA KABUPATEN REMBANG. 

MEMUTUSKAN : 

18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 
Nomor 58); 

17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan 
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 
Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan 
Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun ')()21 Nomor ')\ • .L '-I. .L "' v .J.. .L • .L.L.L .L "'J ' 

16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang (Berita 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 56); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 
151); 



BERI A DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 

SEKRETARIS DAERAH 
PATEN REMBANG, 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 

ABDUL HAFIDZ 

BUPATI REMBANG, 

ditetapkan di Rembang 
padatanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah KabupatenRembang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) meliputi: 
a. penerimaan berkas permohonan; 
b. penolakan permohonan; 
c. penerbitan dokumen perizinan; 
d. penyerahan dokumen perizinan; dan 
e. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan. 

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati 

(1) Bupati mendelegasikan penyelenggaraan pelayanan penzman yang 
menjadi kewenangan Daerah kepada Kepala DPMPTSP Naker. 

Pasal2 


